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PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Tdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili  perdata  agama pada tingkat  pertama

dalam  sidang  hakim  tunggal  yang  dilangsungkan  secara elektronik telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK -, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Tababo,

27  Juni  1988,  agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama,  Pekerjaan  Tidak  Bekerja,

tempat kediaman di -,  Kecamatan Belang, Kabupaten

Minahasa  Tenggara,  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat email: - sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Bitung, 13 Oktober

1992,  agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat

kediaman di  -,  Kecamatan Weda Tengah,  Kabupaten

Halmahera  Tengah,  dengan  domisili  elektronik  pada

nomor ponsel: - sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  17 September

2024 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tondano pada
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tanggal 18  September  2024  dengan  nomor  110/Pdt.G/2024/PA.Tdo, telah

mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  2  Oktober  2023,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  -

tertanggal  2 Oktober  2023 yang dicatat  oleh Pegawai Pencatatan Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Maesa,  Kota  Bitung,  Provinsi

Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pateten, Jaga I,  Kecamatan

Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selama kurang lebih 1 bulan,

kemudian pindah dan tinggal di Desa Tababo, RT/RW 003/000, Kecamatan

Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sampai

dengan terjadi perpisahan;

3. Bahwa  selama  ikatan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

baik-baik  saja  namun  sejak  bulan  Januari  tahun  2024  mulai  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang

dikarenakan bahwa 

a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain semenjak

Tergugat pergi bekerja di Weda;

b. Bahwa  Tergugat  yang  meminta  Penggugat  untuk  mengajukan

perceraian ke Pengadilan Agama Tondano;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024, yang disebabkan oleh segala

permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b di atas,

sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  saling

melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan pisah ranjang dan pisah

tempat  tinggal  kurang  lebih  9  bulan  lamanya  terhitung  sejak  bulan

Desember tahun 2023 sampai bulan September tahun 2024 dan selama

berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
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6. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama  Tergugat  untuk  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  dimasa

yang  akan  datang,  maka  Penggugat  memutuskan  untuk  mengajukan

Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil  di  atas,  maka dengan ini  Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim untuk

dapat memeriksa dan memutus perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  dari Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah, meskipun  berdasarkan  surat

panggilan  (relaas)  Nomor  110/Pdt.G/2024/PA.Tdo  tertanggal  18  September

2024  dan  2  Oktober  2024  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang

sah menurut hukum;

Bahwa  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai  dengan Tergugat dan menyatakan bahwa  perlakuan Tergugat

tersebut  Penggugat  merasa  tidak  rida  sehingga mengajukan  gugatan,  serta
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siap  untuk menyerahkan  uang  iwadl  sejumlah  Rp10.000,00 (sepuluh  ribu

rupiah) sebagai dasar taklik talak dapat diberlakukan;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  Hakim memeriksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup  untuk

umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti berupa:

A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  atas  nama  PENGGUGAT (Penggugat),

NIK: - tertanggal 05 Januari 2024 yang cocok dengan aslinya,  bermeterai

cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Maesa,  Kota

Bitung,  Nomor:  -  tanggal  02 Oktober  2023,  yang cocok  dengan aslinya,

bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

B.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

Saksi I Penggugat: SAKSI 1 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa

Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah

kediaman orang tua Penggugat di Desa Tababo;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2024 terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  tersebut  karena  Tergugat  memiliki
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kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 10 (sepuluh) kali mendengar

Penggugat  dan  Tergugat  cekcok  melalui  ponsel,  dan  dari  percekcokan

tersebut  saksi  mengetahui  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  cekcok

adalah Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun

yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pergi

bekerja, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak memberi nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok

Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada

Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan

Tergugat  namun  tetap  tidak  bisa  rukun  dan  tidak  sanggup  lagi  untuk

merukunkan keduanya;

Saksi  II  Penggugat:  SAKSI  2 umur  28  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Belang Kapupaten

Minahasa  Tenggara, di  bawah sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah

kediaman orang tua Penggugat di Desa Tababo;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2024 terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 
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- Bahwa  penyebab  pertengkaran  tersebut  karena  Tergugat  memiliki

kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 10 (sepuluh) kali mendengar

Penggugat  dan  Tergugat  cekcok  melalui  ponsel,  dan  dari  percekcokan

tersebut  saksi  mengetahui  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  cekcok

adalah Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun

yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pergi

bekerja, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak memberi nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok

Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada

Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan

Tergugat  namun  tetap  tidak  bisa  rukun  dan  tidak  sanggup  lagi  untuk

merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan,

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bersedia menyerahkan uang

iwadl  sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  sebagai dasar taklik  talak

dapat diberlakukan, kemudian mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan Penggugat
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berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan

ketentuan  Pasal  2  juncto Pasal  49  ayat  (1)  dan  Pasal 73  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagai  mana  yang  telah

diubah yang  kedua kalinya  dengan  Undang-Undang Nomor  50 Tahun  2009

serta  Pasal  132 Kompilasi  Hukum Islam, maka  Pengadilan Agama Tondano

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa  Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

gugatannya, sedangkan  Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan

patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  dan  tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  datang  menghadap

maka proses mediasi  sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap

berusaha  menasihati  Penggugat  agar  kembali  membina  rumah  tangganya

dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo adalah  gugatan

perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup

untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa  yang menjadi  dalil-dalil  gugatan Penggugat pada

pokoknya  dapat  disimpulkan  Penggugat  mohon  diceraikan  dari  Tergugat

dengan dalil-dalil sejak  Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis  disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita

lain semenjak Tergugat pergi bekerja di Weda sehingga pada Juni 2024 sampai

dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Analisis Pembuktian
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Menimbang, bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan

dengan Pasal  283  R.Bg  dan  Pasal  1865  KUHPerdata  serta  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

hukum dan beralasan,  oleh  karena itu  Hakim  membebani Penggugat  untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah mengajukan alat  bukti  surat  yang diberi  tanda P.1 dan P.2

serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya

berupa  fotokopi  yang  cocok dengan  aslinya,  bermeterai  cukup  dan  di-

nazegelen,  oleh  karena itu  bukti  P.1 dan P.2  telah  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan  Pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat

diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti  P.1 berupa  Fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk

atas  nama  Penggugat,  adalah  akta  autentik  yang  menjelaskan  mengenai

identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat

tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kabupaten

Minahasa, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena

relevan  dengan  pokok  perkara,  oleh  karena  itu bukti  tersebut  mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende),

sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan

terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah  yang  dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan  Maesa, Kota Bitung, Nomor : - tanggal  2

Oktober 2023, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan
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Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal  2 Oktober 2023 dan

tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Maesa, dan sesaat setelah akad

nikah,  Tergugat  mengucapkan  sigat  taklik  talak. Bukti tersebut  telah  pula

memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan

mengikat (bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata,

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri sah yang telah menikah pada tanggal  2 Oktober 2023, sesuai ketentuan

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa saksi  1  (SAKSI  1)  dan saksi  2  (SAKSI  2)  yang

diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa,

cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya

serta  memberikan  keterangan  di  persidangan  secara  terpisah,  sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172

R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan

keterangan  di  bawah  sumpah yang  secara  material  sama,  pada  pokoknya

menerangkan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis sejak

tahun  2024  sampai  sekarang.  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar

dikarenakan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain, sehingga pada

Desember 2023 Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dan sejak 5 (lima)

bulan  yang  lalu  Tergugat  tidak  lagi  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,

keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil,  merupakan fakta yang

dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi

tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  kekuatan pembuktian

yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,

maka keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307
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dan Pasal  309 R.Bg.  oleh karena itu  keterangan saksi  tersebut  mempunyai

kekuatan pembuktian yang bebas (vrij) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  yang

dikuatkan  dengan  bukti-bukti  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Hakim

mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum

pernah bercerai;

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Tergugat  mengucapkan sighat  ta’lik

talak;

3. Bahwa  dalam  membina  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga  sejak

Desember  2023  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  tidak

pernah kembali lagi dan sudah 5 (lima) bulan Tergugat tidak lagi memberi

nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa setelah  berpisah antara  Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun

oleh  Hakim  di  persidangan,  namun  tidak  berhasil,  karena  Penggugat

menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum  Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan  petitum gugatan Penggugat dan  fakta

hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  petitum  kesatu  gugatan  Penggugat  mencakup

seluruh  petitum  dalam  gugatan  Penggugat,  maka  akan  Hakim  akan

pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang,  bahwa  petitum  kedua  gugatan  Penggugat  Hakim  akan

kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi  Hukum

Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian

yang diucapkan oleh suami kepada istri setelah akad nikah berupa janji talak
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yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa

yang akan datang;

Menimbang,  bahwa  doktrin  Hukum Islam sebagaimana  tertera  dalam

kitab As-syarkowi ala tahrir juz II halaman 252 , sebagai  yaitu sebagai berikut :

اللفظ         بمقتضى عمل بوجودها وقع بصفة الطلق علق من

Artinya :  “Siapa menggantungkan talak dengan  suatu sifat (keadaan),

maka jatuhlah talak dengan adanya  sifat tadi sesuai  dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang,  bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir  batin  seorang

laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  ikatan  yang  akadnya

mitsaqan  gholidhon  (ikatan  yang  kokoh/kuat), dengan  tujuan  sebagaimana

dijelaskan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 1  tahun  1974 tentang

Perkawinan,  yang  menyatakan:  perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang  Maha  Esa,  dan Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menyatakan:

Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-

Quran surah ar-Rum ayat 21,  sehingga  Penggugat dan Tergugat selayaknya

bergaul  secara makruf,  sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat  19

karenanya dalam ikatan  perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral,

sehingga perkawinan tidak dapat  diputuskan kecuali  didasari  adanya alasan

yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa keadaan sebagaimana fakta hukum di atas, Tergugat

telah melanggar sighat taklilk talak  angka 2 yang telah diucapkannya setelah

akad  nikah dengan  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepadanya  3  (tiga)  bulan

lamanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di  atas maka Hakim berkesimpulan petitum primer Penggugat yang

meminta  untuk  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat  tidak  terpenuhi,  sehingga  Hakim merujuk  pada  petitum subsider

dengan  menjatuhkan  talak  satu  khul’i  Tergugat terhadap  Penggugat  karena

perceraian  yang  dikehendaki  oleh  Penggugat  berdasarkan  dapat

dikualifikasikan dengan alasan Tergugat telah melanggar sigot taklik talak dan
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tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terbukti

dan memenuhi  ketentuan  Pasal  39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun

1974, juncto pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  Direktur  Jenderal  Badan

Peradilan Agama MA RI Nomor 0866/DJA/HM.00/04/2018,  tertanggal 10 April

2018,  perihal  Penyetoran  Uang  Iwad maka Majelis  Hakim secara  ex  officio

memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama Lolak  untuk menyetorkan  uang

iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Bank BNI cabang Gambir

dengan nomor rekening 2020-20-555-7 an. Badan Amil Zakat Nasional;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor   50  tahun  2009,  maka

petitum ketiga  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  membebankan

biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar

putusan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  Petitum  gugatan  Penggugat

dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara

verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  tata  cara mengadili  perkara  a  quo telah

mempedomani peraturan  Mahkamah  Agung nomor  3 tahun  2017  tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan

dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  khul'i Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat  (PENGGUGAT)  dengan  iwadl  Rp10.000,00   (sepuluh  ribu
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  20  Rabiulakhir  1446  Hijriah,  oleh  Alfian

Muhammady,  S.Sy.,  sebagai  Hakim pada  Pengadilan  Agama Tondano yang

ditunjuk   berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Tondano

Nomor  110/Pdt.G/2024/PA.Tdo  tanggal  18  September  2024  atas

Dispensasi/Izin  Ketua  Mahkamah  Agung  untuk  bersidang  dengan  Hakim

Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Putusan tersebut

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  dan  disampaikan  kepada

Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  Andi Tjandra Mokolintad, S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  secara  elektronik

tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd
Andi Tjandra Mokolintad, S.H. Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  ATK Proses  Rp100.000,00 
  3.  Panggilan  Rp200.000,00 
  4.  PNBP Panggilan  Rp20.000,00 
  5.  Sumpah  Rp50.000,00 
  6.  Redaksi  Rp10.000,00 
  7.  Meterai  Rp10.000,00 

    Jumlah Rp420.000,00
    ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ) 
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Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


